

BAB  I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Penelitian
 	Penerimaan negara atau pemasukkan bagi negara di masa pemerintahan orde baru masih mengandalkan dari sektor migas. Pendapatan ini di peroleh dengan cara mengekspor migas ke luar negeri. Namun  saat ini sektor migas bukan lagi menjadi sumber pendapatan yang paling diandalkan atau paling utama hal ini dikarenakan sifat sumber daya migas yang tidak dapat di perbaharui di tambah dengan masalah makin berkurangnya persediaan migas di Indonesia. Alternatif lain pemerintah Indonesia saat ini yaitu di ambil dari sektor pajak. Karena ternyata pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil merata dan berkesinambungan.
	Salah satu sasaran penting bagi perusahaan adalah   pendapatan. pendapatan atau laba  bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan bagi suatu perusahaan, walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan utamanya, tetapi dalam perusahaan pasti memerlukan yang namanya pendapatan atau laba. Dimana laba merupakan keuntungan bagi perusahaan, karena perusahaan telah berkorban untuk kepentingan pihak lain.
	Dalam melakukan perhitungan pendapatan atau laba, perusahaan bisa   melakukan kapan saja, tapi biasanya demi tujuan praktis, dalam melakukan perhitungan laba, umumnya perusahaan  mengadakan perhitungan laba pada akhir periode akuntansi yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk laporan yang berupa laporan keuangan.
Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang di pakai untuk menyediakan barang atau jasa publik, secara administratif pungutan pajak di bagi dalam dua bagian yaitu pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax).
		Bagi badan usaha pajak yang di kenakan terhadap penghasilan yang di terima atau di peroleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Sehingga pajak akan menurunkan jumlah laba yang akan diterima oleh badan tersebut.
 	Pajak sebagai beban akan membuat badan berusaha untuk menekannya. Cara yang dipakai untuk menekan beban pajak adalah dengan menggunakan perencanaan pajak. Perencanaan pajak disamakan dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis dari pembayar pajak dan pembuat undang-undang berusaha                              memaksimalkan penghasilan setelah pajak,  karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia   untuk di bagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali
   Perencanaan pajak dapat digunakan untuk menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan. Penghematan kas tersebut, dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memacu pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan perlu di adakan perencanaan pajak,  hal ini dilakukan untuk memaksimalkan laba yang akan diperoleh.
Menurut Nur Hidayat, dalam artikelnya tahun 2005 yang berjudul “Perencanaan Pajak Bukan Untuk Dihindari”, menjelaskan bahwa Perencanaan Pajak merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh suatu Badan untuk menekan jumlah atau besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal, untuk meningkatkan Pendapatan  Perusahaan.
Dalam memperoleh keuntungan yang maksimal, PT. Kereta Api Indonesia  melakukan perencanaan pajak. dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) di harapkan beban pajak (tax expense) akan menurun. Dengan menurunnya beban pajak yang di tanggung di harapkan penghasilan atau pendapatan  setelah pajak dapat meningkat.
Dengan adanya pelaksanaan  perencanaan pajak di PT. Kereta Api Indonesia diharapkan pendapatan atau keuntungan perusahaan akan meningkat, akan tetapi dalam pelaksanaanya tidak demikian, karena setelah dilakukan perencanaan pajak, pendapatan yang di peroleh tidak terlalu meningkat dari pendapatan sebelumnnya. (Sumber : PT. KAI Bandung)
Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut sebagai    topik dalam penyusunan skripsi yang diberi judul   : 
“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT.  Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung”.

1.2	Identifikasi Masalah
	Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :
1.	Bagaimana Pelaksanaan Perencanaan Pajak Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.
2.	Bagaimana Perolehan Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.
3.	Sejauh Mana Pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.

1.3	Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1	Maksud Penelitian

	Maksud dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.

1.3.2	Tujuan Penelitian
	Adapun tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan adalah  sebagai  berikut  :
1.	Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perencanaan Pajak Pada PT. Kereta Api Indonesia  Daerah Operasional II Bandung.
2.	Untuk Mengetahui Perolehan Pendapatan Operasional    Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.
3.	Untuk Mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap   Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.



1.4	Kegunaan Penelitian	 
1.4.1	Kegunaan Pengembangan Ilmu

1.	Bagi Penulis Penulis
		Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar sehingga dengan sendirinya akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi penulis,   yaitu mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan.  
2.	Bagi  Peneliti Selanjutnya
		Bagi peneliti selanjuttnya, baik rekan mahasiswa maupun pihak-pihak  lainnya, penelitian ini diharapkan  dapat memberikan masukkan yang  berguna untuk menambah pengetahuan  dan menjadi bahan perbandingan penelitian atau menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan.

1.4.2	Kegunaan Operasional 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, akan menjadi bahan  masukkan bagi perusahaan, serta mendapatkan informasi yang cukup berarti tentang kebijakan pengaruh pelaksanaan perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan.
1.5	 Lokasi dan Waktu Penelitian 
	Penulis akan melaksanakan penelitian di PT. Kereta Api Indonesia  (Persero) Daerah Operasional II Bandung yang beralamat di Jalan Stasiun Timur  Nomor  14  Bandung.  Pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh penulis  mulai dari  September  2008 sampai dengan Februari  2009.
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BAB  II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	 

2.1	Tinjauan Pustaka
2.1.1	Pajak

	Pajak dimasa lalu merupakan pungutan dari raja kepada rakyatnya yang bertempat tinggal di wilayah yang dikuasai oleh raja tersebut. Pemungutan pajak di masa lalu hanya berdasarkan kehendak raja. Tapi dijaman modern ini pemungutan pajak merupakan pungutan dari negara terhadap rakyatnya. oleh karena itu banyak ahli membuat definisi pajak.
Pajak bagi perusahaan adalah beban yang harus di tanggung dan akan mengurangi jumlah  pendapatan yang akan di peroleh. besarnya beban pajak yang akan di bayarkan tergantung pada besarnya pendapatan yang akan di peroleh, semakin besar pendapatan  yang di peroleh, semakin besar pula pajak yang akan di bayar, sebaliknya demikian.
2.1.2	Pengertian  Pajak
	Menurut Mardiasmo, dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Edisi Ke-3”, Pajak adalah :
 “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) yang langsung dapat diajukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.					       
         (2001 : 118)
Definisi pajak menurut PJA Andriani, dalam bukunya  “Pengantar Hukum”,  menyatakan bahwa:
“Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat di paksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat di tunjukan dan yang di gunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
								                       (2001 : 19)
Menurut  Erly Suandy, dalam bukunya “Perencanaan Pajak”,  menyebutkan:
“Agar perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berhasil sesuai dengan pendapatan yang di harapkan maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan sebagai berikut :
	1.	Menganalisis informasi yang ada,
	2.	Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak,
	3.	Evaluasi perencanaan pajak,
	4.	Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, 			dan
	5.	Mutakhirkan rencana pajak”.
									            (2006 :14)
Perencanaan Pajak menurut Mohammad Zain, dalam bukunya “Manajemen Perpajakan”,  adalah :
“Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil”.
									           (2005 : 67)

2.1.3  Fungsi Pajak Dalam Pembangunan
         Ada beberapa fungsi pajak dalam pembangunan di antaranya
1.     Fungsi Budgeter.
	Adalah fungsi pajak yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk 	mengumpulkan  uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-	undang yang berlaku yang pada waktunya akan di gunakan untuk membiayai 	pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran 	pembangunan dan bila terdapat sisa (surplus) akan di gunakan   sebagai 	tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2.	Fungsi Regulered. 
	Adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan untuk 	mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan. Fungsi 	ini dapat kita lihat dalam sektor swasta.
3.	 Fungsi Demokrasi.
Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering di kaitkan dengan hak seseorang apabila akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka ia berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik,  pembayar pajak tersebut dapat melakukan protes.
4.       Fungsi Pemerataan.
Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. hal ini dapat terlihat dengan adanya tarif progresif  yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

2.1.4   Pengelompokkan Pajak
          Selain   dari definisi  di atas,  pajak  dapat  di kelompokkan  dalam :
1. Menurut Golongannya :


a.   Pajak langsung   
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain,   tetapi   harus  menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, sebagai contoh, pajak penghasilan.
b.   Pajak tidak langsung
Pajak pembebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sebagai contoh,    pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
a.   Pajak Subjektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan kepada subjeknya yang    selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, sebagai contoh, pajak penghasilan.
b.  Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan kepada objeknya, tanpa memperhatikan keberadaan dari wajib pajak, contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Pemungutannya
a.  Pajak Pusat
Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.
b.  Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk   membiayai rumah tangga daerah contoh, pajak reklame dan pajak hiburan.

2.1.5   Asas Pemungutan Pajak
          Pemungutan pajak harus berpegang pada asas-asas pemungutan pajak. agar pemungutan pajak itu sendiri dapat mencapai tujuannya. pemungutan pajak harus memenuhi asas  :
1.  Equality,
Pemungutan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2.  Certanity,
Harus ada kepastian dalam pemungutan pajak dan setiap wajib pajak harus tahu kapan pajak itu terhutang, kapan pajak itu dibayar, dan kapan batas waktu pembayarannya.

3.  Convenience, 
Pembayaran pajak seharusnya pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak sebagai contoh, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
4.  Economy.
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang di pikul wajib pajak.
Selain Asas yang disebutkan diatas ada beberapa asas perpajakan lainnya diantaranya :   
1.   Asas menurut falsafah hukum, dengan beberapa teori dasar, diantaranya :
      a. Teori Asuransi
          Karena negara telah memberikan perlindungan, maka warga negaranya wajib   
          membayar premi asuransi yang diberikan pemerintah.
      b. Teori Kepentingan
          Teori ini menyatakan semakin besar kepentingan seseorang pada negara maka 
          semakin   besar beban  pajak yang  ditanggung oleh  orang tersebut,   termasuk  
           perlindungan terhadap harta dan jiwanya.
       c.  Teori Gaya Pikul
Teori ini mengandung  maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat membayar pajak menurut daya pikul seseorang. 	 
2.  Asas Yuridisis
     Untuk   menyatakan suatu keadilan,  hukum pajak    harus      memberikan jaminan 
      hukum   kepada  negara   atau warganya.   oleh karena  itu    pungutan pajak harus
      didasarkan kepada undang-undang. landasan hukum pungutan pajak di Indonesia
      adalah pasal 23 ayat 2 undang-undang dasar 1945.     
3.  Asas Ekonomi
Pajak mempunyai fungsi regular dan fungsi  budgeter. Tetapi pada teori ini lebih menekankan agar pemungutan pajak tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.


4.  Asas Pemungutan Pajak Lainnya.
Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, yaitu :
a. Asas tempat tinggal
Negara berhak memungut seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.
b. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak di hubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
Negara mempunyai hak untuk  memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak . dengan demikian wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2.1.6	Perencanaan Pajak
	Pajak bagi perusahaan adalah beban yang harus di tanggung dan akan mengurangi jumlah  pendapatan  yang akan di peroleh. besarnya beban pajak yang akan di bayarkan tergantung pada besarnya  pendapatan yang akan di peroleh, semakin besar pendapatan  yang di peroleh, semakin besar pula pajak yang akan di bayar, sebaliknya.  
	Karena pajak dianggap sebagai beban, maka suatu badan usaha akan berusaha untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus di bayar.  Cara mengurangi beban pajak adalah dengan menggunakan perencanaan pajak.
      Ada beberapa cara melakukan perencanaan pajak di antaranya :
1.	Menganalisis informasi yang ada
Tahapan pertama dari pembuatan perencanaan pajak adalah dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus di tanggung. faktor yang harus di perhatikan dalam tahap ini adalah :
-   Fakta yang relevan.
-   Faktor pajak, dua hal utama yang berkaitan dengan faktor  pajak adalah:
       a. Menyangkut setiap perpajakan nasional oleh suatu  negara.	  
       b. Sikap fiskus dalam menafsir peraturan perpajakan baik undang-undang	           domestik.
 	-   Faktor non pajak lainnya, terdiri dari :
 a.   Masalah badan hukum.
 b.   Masalah mata uang dan nilai tukar.
 c.   Masalah pengendalian devisa.
	 d.   Masalah program intensif investasi.
  e.   Masalah bukan faktor pajak lainnya.
2.	Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 
3.	Evaluasi pelaksanaan rencana pajak, hipotesis yang ada pada evaluasi atas
    	perencanaan pajak adalah :
 	a.   Bagaimana jika rencana tersebut tidak di laksanakan.
 	b.  Bagaimana jika rencana tersebut jika di laksanakan dan berhasil.
 	c.  Bagaimana jika rencana tersebut di laksanakan dan gagal.
4.	Mencari kelemahan dan kemungkinan memperbaiki kembali rencana pajak.
5.	Mutakhirkan rencana pajak.
Pendapatan  merupakan aliran kemakmuran atau nilai tambah yang di timbulkan oleh kegiatan operasi badan usaha. Pajak penghasilan adalah pajak yang di hitung berdasarkan peraturan pajak, dan pajak ini di kenakan atas penghasilan kena pajak badan usaha. oleh karena itu  pendapatan untuk suatu periode akan di pengaruhi oleh beban pajak, atau pajak penghasilan. hingga  pendapatan yang di peroleh perusahaan tidak akan lepas dari pajak atas penghasilan.

2.1.7   Cara Pemungutan Pajak
1. 	Stelsel Pajak
    	Cara pemungutan pajak di lakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu :
	a.   Stelsel nyata (reel stesel)
 Pengenaan pajak di dasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat di lakukan pada akhir tahun pajak. setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat di ketahui.
b.   Stelsel anggapan (fictive stesel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun telah dapat di tetapkan.
c.   Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi dua stelsel di atas, pada awal tahun pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak di sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.	Sistem pemungutan pajak, dibagi menjadi 2 di antaranya :
   		a.   Official Assessment System
				      Cirinya   :
     1. Wewenang untuk menetukan besarnya  pajak terhutang.
     	     2. Wajib pajak bersifat pasif.
	     3. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat  ketetapan  pajak  oleh   
	          fuscus.
 	 b. Self Assisment System
      	      Sistem ini memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak 	      untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri  	      besarnya   pajak yang harus di bayar .
 	  c. Withholding System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan   wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.


2.1.8  Tarif Pajak
      Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak di kenal ada empat tarif diantaranya :
1. 	Tarif Pajak Sebanding
	Tarif pajak proposional yaitu tarif pajak yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pngenaan pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.
2.	Tarif Pajak Progresif
Adalah tarif Pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah pajak menjadi dasar pengenaanya semakin besar.
3.	Tarif Pajak Degresif.
	Adalah presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
4.	Trarif Pajak Tetap
	Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap. 

2.1.9   Pengertian Subjek  Pajak
Subjek pajak menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2000, menyatakan bahwa :
1.	Orang pribadi sebagai subjek pajak, dapat bertempat tinggal atau berada di  Indonesia ataupun di luar negeri.
2.	Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.
3.	Badan yang mengacu kepada undang-undang KUP meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik  Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Perkumpulan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, badan usaha tetap lain, dan badan lain.
4.	Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang di gunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 bulan, atau badan yang di dirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, bentuk usaha tetap ini di tentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri yang terpisah dari badan.

2.1.10	 Subjek  Pajak dan Bukan Subjek Pajak
Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat di bedakan menjadi dua, yaitu :
1.     Subjek Pajak Dalam Negeri, terdiri atas:
a.	Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
   	b.	Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
   	c.		Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan  
			yang berhak.
d.	Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap indonesia.
e.	Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia, tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menadapat atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.	Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :
 a.	Badan perwakilan negara asing
 b.	Pejabat  perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal  balik.
 c.	Organisasi-organisasi internasional yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.
d.	Pejabat  perwakilan organisasi internasional yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.11	 Objek Pajak
Objek pajak dapat di artikan   sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang menjadi objek pajak menurut  undang-undang
pasal 4 ayat 1 nomor 17 tahun 2000 adalah : 
1.	Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, atau uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang di bayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2.   Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3.   Laba usaha.
4.   Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham, sekutu atau anggota.
b. Keuntungan yang di peroleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggotanya.
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat.
5.   Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya.
6.  Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan.
7. Deviden.
8.  Royalti.
9.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu    
      yang ditetapkan dengan ketentuan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktifa.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang di terima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
      wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan
      pajak.

2.1.12	 Pendapatan Operasional
	Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK  No 23, yang berjudul “ Standar Akuntansi Keuangan”,  Mendefinisikan :
“ Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari  kontribusi penanaman modal”.
							                               ( 2002 : 232 )
Sedangkan menurut Kusnadi dkk, dalam bukunya yang berjudul : “ Teori Akuntansi”.  menyatakan bahwa :
“ Pendapatan yaitu  arus  masuk  aktiva    ( Inflow  of  cash ) merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan”.
       ( 2003 : 271 )
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan operasional merupakan arus masuk aktiva yang timbul dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan, dimana aktivitas-aktivitas operasional perusahaan bisa berupa penjualan dan pendapatan lainnya.

2.1.13	Pengukuran Pendapatan Operasional
	Pendapatan operasional dapat diukur dari nilai tukar barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
	Menurut Theodorus M. Tuanakotta, dalam bukunya yang berjudul “ Teori Akuntansi”.  Mengemukakan sebagai berikut :
“Cara terbaik untuk mengukur pendapatan (revenue) adalah dengan menggunakan nilai tukar  (exchange value) dari barang atau jasa. Nilai tukar ini merupakan cash equivalent ( ekuivalent kas)  atau present value ( nilai sekarang) dari tagihan-tagihan yang diharapkan akan diterima dari transaksi pendapatan  ( revenue ) ini. Dalam kebanyakan hal ini adalah harga yang sudah disepakati dengan pelanggan”.
          (2002 :211)
	Sedangkan menurut Tim Penyusun Laporan,  dalam bukunya yang berjudul   “ Jurnal Keuangan 2”.  adalah sebagai berikut :
”Cara mengukur pendapatan operasi yang paling baik adalah dengan menggunakan nilai tukar produk. Nilai tukar menggambarkan cash equivalent atau present value  yang dinilai kembali dari jumlah uang yang pada akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan. Pengukuran dengan adanya penilaian kembali dilakukan karena adanya proses memperoleh pendapatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya tenggat waktu yang cukup lama maka akan ada perbedaan nilai antara waktu yang sekarang dengan waktu yang akan datang”.
           (2004:125)
	Dari pengukuran pendapatan dengan ekuivalen kas atau nilai sekarang dari uang yang akan diterima jelas bahwa return penjualan, potongan-potongan (trade discount), dan pengurangan-pengurangan ini langsung dilakukan atas dasar pendapatan dan sebagai expense yang sering menimbulkan keraguan adalah perlakuan atas potongan tunai (cash discount) dan kerugian-kerugian yang timbul  dari tidak tertagihnnya suatu piutang.

2.1.14	Pengakuan  Pendapatan Operasional
	Dalam konteks suatu pos harus diakui sebagai pendapatan operasi dari suatu perusahaan apabila ia merupakan bagian dari produk organisasi, apabila ia dapat diukur, apabila ia mempunyai nilai peramalan dan umpan balik, dan apabila ia diuji secara andal, maka pengakuan pendapatan operasi sampai dengan : 
1.	Pendapatan yang dihasilkan
Revenue harus identifikasikan dengan periode kegiatan ekonomi yang utama menciptakan dan melemparkan barang dan jasa yang telah dicapai dengan catatan bahwa pengukuran yang objektif dapat dilakukan. Kedua kondisi ini dapat dicapai pada macam-macam tahapan, kadang-kadang pada saat pengiriman barang atau jasa, sedangkan pada hal lain biasa pada tahapan-tahapan sebelumnnya.
2.	Realisasi
Istilah  realisasi pendapatan oleh ahli akuntnasi selama beberapa tahun mengacu pada pencatatan pendapatan. Salah satu kesulitan dengan konsep realisasi adalah bahwa istilah itu mengartikan hal-hal yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Akan tetapi pemandangan umum tentang hali ini adalah bahwa realisasi merupakan pelaporan pendapatan setelah penjualan terjadi.
2.1.15	Waktu  Pendapatan Operasional
	Dilihat dari segala kegiatan dan peristiwa yang mendukung terjadinya pendapatan, maka secara teoritis pendapatan operasional bisa pada berbagai saat, seperti :
1.	Pelaporan pendapatan pada saat penjualan
2.	Pelaporan pendapatan setelah penjualan

2.2	Kerangka  Pemikiran
Menurut  Henry Simammora,  dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis”.  bahwa pengertian pendapatan  adalah :

“Keuntungan (gans) merupakan kenaikan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari transaksi-transaksi sampingan atau insidentil dan semua 	  kejadian lainnya selama    periode tertentu,   kecuali   kejadian-kejadian yang 	bermuara dari pendapatan ataui investasi dari pemilik”. 
                       (2005:115)
	Menurut Zaki Baridwan,  dalam bukunya yang berjudul : “Intermediette Accounting”.  Pendapatan  adalah :
“Suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha periode tertentu”.
									           (2004:213)
	Perencanaan Pajak menurut Mohammad Zain,  dalam bukunya “Manajemen Perpajakan”, mengatakan :
“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan maupun secara komersil”.
								                       (2005 : 67)

	Menurut Kieso Donald,  yang diterjemahkan oleh Gina Gania, dalam bukunya yang berjudul “Intermedite Accounting”. Mendefinisikan  Pendapatan sebagai :

“Arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau  produk barang, pemberian jasa, dan aktivitas penerimaan pendapatan  lainnya yang merupakan operasi utama atau besar yang akan berkesinambungan selama satu periode”.
           (2001:596)

	Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia,  dalam PSAK No. 23, yang berjudul “Standar Akuntansi Keuangan”.  Pendapatan operasional perusahaan adalah :
“Arus brutto  dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode”.
 (2004:23)
Tahapan dari pembuatan perencanaan pajak adalah sebagai berikut :
1. Analisis informasi yang ada. 
2. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.  
3. Evaluasi perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemungkinan memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Mutakhirkan rencana pajak.
	Dari uraian diatas jelas sekali bahwa dalam perusahaan memang perlu diadakan perencanaan pajak, karena dengan adanya perencanaan pajak pendapatan  yang akan di peroleh akan meningkat, dan bisa menghindari atau meminimalkan pembayaran pajak .
	Dan berdasarkan uraian di atas pula maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :
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2.3	Hipotesis
	Dari kerangka pemikiran diatas, penulis juga menetapkan  hipotesis sebagai berikut : “Perencanaan Pajak Berpengaruh terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan  pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung”.




               


BAB  III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian
	Pengertian objek penelitian Menurut Husein Umar, dalam buku karangannya yang berjudul “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesiss Bisnis”. Objek Penelitian adalah : 
“Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian yang dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu”.
								         (2005 : 303)
Sedangkan menurut I Made Wiratha, dalam buku “Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis”.  adalah sebagai berikut :
“Objek penelitian adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang bebeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai”.
									           (2006 : 39)
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. pada penelitian yang menjadi objek penelitian adalah perencanaan pajak dan pendapatan operasional perusahaan. 

3.2	Metode Penelitian
	Metode penelitian adalah suatu cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer ataupun data sekunder untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan menganalisa faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan, hingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan di peroleh.
	Pengertian Metode Penelitian menurut Sugiyono, dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis”. Adalah  :
“Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengatisipasi masalah”.
								             (2007 : 4)

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriftif dengan pendekatan kuntitatif. 
Penelitian deskriftif menurut Kuncoro, dalam buku karangannya yang berjudul “Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi” adalah sebagai berikut :
“Penelitian deskriftif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriftif meliputi penelitian terhadap individu, organisasi atau keadaan tertentu”.
									             (2003 : 8)

      Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriftif merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertenru secara lebih spesifik untuk memperoleh data sesuai dengan yang masalah yang ada tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari, sehinnga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. dengan metode ini penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. hingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1	Desain Penelitian
	Dalam melakukan penelitian, perlu adanya desain penelitian yang bertujuan agar data dan informasi yang diperoleh lengkap dan akurat.
	Menurut Husein Umar, dalam buku “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, adalah sebagai berikut :
“Desain Penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam    perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.
								         (2003 : 123)
	Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan sebuah proses dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya ilmiah dapat terselesaikan secara cepat dan baik.
	Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan pelaksanaan penelitian dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data dan analisis saja.
	Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.
	Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang palng sulit karena tujuan penelitian ini adalah menjawab masalah penelitian sehingga penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan dengan jelas. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian akan mempengaruhi tahap selanjutnnya dalam tahap penelitian.
2.	Telaah teoritis, mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan tahap penelitian dengan menguji terpenuhinnya kriteria pengetahuan yang rasional.
3.	Proses pengujian fakta yang meliputi pemilihan, pengumpulan, dan analisis fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti.
4.	Kesimpulan, merupakan hasil penelitian yang memberikan hasil pada masalah atau pertanyaan penelitian. dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.
Gambar  3.1
Gambar Tahapan Penelitian
	Masalah atau
Pertanyaan
Penelitian


	Telaah teoritis


	Hipotesis


      				
	Pengujian Fakta


	Kesimpulan



	Hasil


				
   ( Nur Indriantoro, 2001:18)	
								      
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data
	Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :
      1.	Penelitian Lapangan (Field Research)
	Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk    	memperoleh data-data	 yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, 	penelitian ini dilakukan melalui :
	a. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara 	      langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
	b. Wawancara,  yaitu  teknik   pengumpulan data dengan melakukan tanya 	     jawab  langsung   kepada  pihak-pihak    terkait  dengan masalah yang      	     diteliti.
	c.  Dokumentasi, yaitu mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah	     yang akan di teliti dari dokumen perusahaan.	        	  	       	       
     2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research)
           Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku yang ada di          	perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

3.2.3	Operasional Variabel
	Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan, maka dalam penelitian ini terdapat dua variable yang di gunakan yaitu :
	1.	Variabel Independent  (X)
Variabel independent atau variabel bebas (X), pada penelitian ini adalah “ Perencanaan Pajak”.


	2.	Variabel Dependent (Y)
Variabel dependent atau variabel tidak bebas (Y), pada penelitian ini adalah “Pendapatan Operasional”.	
Tabel 3.2
Operasional Variabel
	Variabel
	Konsep Variabel
	Indikator
	Skala

	Perencanaan Pajak
( X )
	Perencanaan Pajak :
Adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap penelitian peraturan perpajakan, agar diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
Erly Suandi 
(2006:14)

	Tahap Membuat Rencana Pajak:
1. Analisis Informasi
2. Menetukan Kemungkinan 
    Besarnya Pajak
3. Mengevaluasi Perencanaan
    Pajak
4. Mencari Kelemahannya  
     dan
     Memperbaikinya
5. Mutakhirkan Perencanaan 
    Pajak Tersebut
Erly Suandi 
(2006:18)

	Rasio 


	Pendapatan Operasional             ( Y )
	Pendapatan Operasional Perusahaan adalah : Arus brutto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode
(IAI:2004:232)
	Pendapatan :
Yaitu arus masuk aktiva (Inflow Cash) yang merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan
Kusnadi, dkk  
(2002:112)
	Rasio






3.2.4	Metode Penarikan Sampel
3.2.4.1	Populasi Penelitian
	Menurut Sugiyono, dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” pengertian populasi yaitu :
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
							                       ( 2002:72 )
	Jadi populasi dalam hal ini adalah laporan keuangan perusahaan yaitu neraca dan laporan laba rugi dari mulai berdirinya PT. Kereta Api Bandung, yaitu selama 40 tahun.

3.2.4.2	Sampel Penelitian
	Perlu diperhatikan bahwa sampel yang dipilh harus representatif, artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalm sampel yang dipilih, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode simple random sampling. 
Menurut Sugiyono, dalam bukunya yang berjudul “Statistika Untuk Penelitian” Mengemukakan bahwa :
“Dikatakan sampel sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan acak atau secara sistematis tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan dengan bila anggota populasi diangap homogen”.
           (2007 : 65)
	Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi sampel penelitian adalah neraca dan laporan rugi laba PT. Kereta Api Bandung selama 5 tahun yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sesuai dengan kebijakan yang penulis dapatkan dari manajmen perusahaan. Alasan penulis memilih sampel neraca dan laporan laba rugi karena mengaggap bahwa sampel yang ada sudah homogeny, sehingga sampel yang dipilih dapat mewakili populasi yang ada.

3.2.5	Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis
3.2.5.1	Metode Analisis 

	Perencanaan pajak (variabel X)  terhadap pendapatan operasional perusahaan (variable Y)  dapat diketahui dengan menggunakan teknik analisis data statistika parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik  atau menguji ukuran sampel populasi melalui data sampel.
	Langkah-langkah dalam pengujian statistik yang digunakan penulis adalah  sebagai  berikut  :

1.	Analisis Regresi Linier Sederhana
Pada penelitian ini, penulis akan melakukan uji statistik analisis regresi untuk mengetahui  ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y sehingga dapat ditaksir nilai dari variabel tidak bebas (Y) jika variabel bebasnya (X) dapat dikrtahui atau sebaliknya, dengan menggunakan rumus  sebagaiu berikut :

	Y =  a + bX





	a =   ( ∑ Y) ( ∑ X2 )  -  ( ∑ X ) (  ∑ XY )
n  ∑ X2  -  ∑ Y




	b  =  n  ∑ XY  - ( ∑X ) (  ∑Y)
n ∑ X2  -  ( ∑X )2



Keterangan :
	Y	: Pendapatan Operasional
	X	: Perencanaan Pajak
	n	: Banyaknya sampel
	a	: Nilai konstan
	b	: Angka arah atau koofisien regresi
2.	Analisis Korelasi Rank Spearmen
Kuat lemahnya hubungan antara variabel X dan Y dalam penelitian ini, dibuktikan dengan menggunakan analisis korelasi  Rank Spearmen karena dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian analisis deskriptif dan skala pengukuran rasio.
Analisis Korelasi Rank Spearmen  digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan  pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.  Dengan rumus sebagai berikut :

             


Keterangan :
r	: Koofisien korelasi
	X	: Perencanaan pajak
	Y	: Pendapatan operasional
	n	: Banyaknya sampel
Kuat atau tidaknya hubungan antara kedua variabel dapat dilihat dari  beberapa kategori sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koofisien Korelasi
	Interval Koofisien
	Tingkat Hubungan

	0,00 – 0,199
	Sangat Rendah

	0,20 – 0,399
	Rendah

	0,40 – 0,599
	Sedang

	0,60 – 0,799
	Kuat

	0,80 – 1,000
	Sangat Kuat


    (Sumber :  Sugiyono, 2002:183)



3.	Koofisien  Determinasi
Besarnya pengaruh  variabel X  terhadap variabel Y dapat diketahui dengan menggunakan analisis koofisien determinasi atau disingkat Kd, yang diperoleh dengan mengkuadratkan koofisien korelasinya yaitu :
	
Kd  =  r2  x  100%


Keterangan   :
Kd	: Nilai koofisien determinasi
r	: Koofisien korelasi Rank Spearmen
100%	: Pengali yang menyatakan dalam presentase

3.2.5.2	Pengujian  Hipotesis
	Hipotesis  yang akan diuji dalam  penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional perusahaan, pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II  Bandung.
Langkah-langkah pengujian hipotesisnya sebagai berikut  :

1.	Menetukkan variabel pengukuran
	Variabel X	=  Perencanaan Pajak
	Variabel Y	=  Pendapatan Operasional 
2.	Menenentukan hipotesis (Ho)
Ho :  = 0     :  Perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan   
		terhadap pendapatan operasional.
3.	Menetukkan hipotesis alternative (H1)
	Ho :    0	:  Perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap
			   Pendapatan operasional.
4.	Menguji tingkat signifikan
Untuk menguji signifikasi suatu koofisien korelasi  rank speramen  menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :
	
t hitung    =    
                                                                    





Keterangan	:
t	: nilai uji t
r	: koofisien korelasi rank spearmen
n	: jmulah sampel
	Nilai t hitung  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel  dengan tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = uji dua pihak dari hipotesis yang telah ditetapkan tersebut akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan  yang ditetapkan sebagai berikut :
a.	jika nilai  t hitung  < t tabel  maka H0 diterima, H1 ditolak
b.	jika nilai  t hitung  > t tabel  maka H0 ditolak, H1 diterima
Gambar 3.4

Kurva distribusi  (Uji Dua Pihak)
[image: ]


  


3.3	Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara perencanaan pajak terhadap  pendapatan operasional perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.



 






BAB  IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1.1	Sejarah Singkat PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung
	Perkeretaapian di Indonesia mulai diperkenalkan oleh pemerintah Belanda melalui Nv. Nederlandsch Indiche Spoorweg Mij (NISM) dengan dibangunnya jalur kereta api antar Kemijen-Tanggung sepanjang 26 Km pada tanggal 17 Juni 1864. Pencangkulan pertama  pembangunan jalan kereta api tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Mr. L.A.J  Baroon Sloet Den Beele. Empat tahun kemudian, tepatnya 17 Juni 1868 pengoperasian perjalanan kereta api diantara stasiun Kemijen-Tanggung diresmikan.
	Kurang dari dua tahun kemudian, tepatnya 18 Februari 1870, ruas jalan kereta api ini diteruskan dengan pembangunan lintas Solo-Semarang. Jalan kereta api lintas Jakarta-Bogor mulai dibangun oleh Staats Spoorwegen pada tanggal 10 April 1869 dan selesai pada tahun 1873. Selain itu pada tanggal 12 November 1876 Staats Spoorwegen  juga membangun lintas Ulele-Kutaraja di Aceh pada Juli 1891 membangun Lintas Pulu Air-Padang di Sumatera Barat. Tahun 1912 membangun jalan kereta api antara teluk Bitung-Prabumulih di Sumatera Selatan, dan 1 Juli 1923 membangun lintas Makasar-Takalar di Sulawesi. Pada tanggal 25 Juli 1886 Nv. Deli Spoorweg Mij (Nv. Dsm)  membangun jalan kereta api lintas labuan Medan di Sumatera Utara. semenjak itu pembangunan jalan kereta api terus berkelanjutan sesuai dengan perkembangan jamannya.
	Kereta api pada masa itu, selain dikelola oleh perusahaan Pemerintah Hindia Belanda (Staats Spoorwegen) juga dikelola oleh sebelas perusahaan kereta api milik swasta di Jawa, yaitu:
1.	Nv Nedrelandsch Indische Spoorweg Mij. (NIS)
2.	Nv. Semaranng Cheribon Spoorweg Mij. (SCS)
3.	Nv. Joana Stoomtram Mij. (SJS)
4.	Nv. Sarajoe Stoomtram Mij. (SDS)
5.	Nv. Oost Java Stoomtram Mij. (OJS)
6.	Nv. Kediri Stoomtram Mij (KSM)
7.	Nv. Mojokerto Stoomtram Mij (MdSM)
8.	Nv. Malang Stoomtram Mij. (MSM)
9.	Nv. Pasuruan Stoomtram Mij. (PsSM)
10.	Nv. Probolinggo Stoomtram Mij (PbSM)
11.	Nv. Madoera Stoomtram Mij. (MadSM)
Selain itu juga dikelola  oleh satu perusahaan kereta api milik swasta di Sumatera yaitu Nv. Deli Spoorwag Mij. (DSM).
	Pada masa kedudukan jepang, seluruh jaringan jalan kereta api jaman pemerintah Hindia Belanda  ( swasta dan pemerintah ) dikuasai oleh pemerintahan Jepang dengan nama Rikiyu Isoko.
	Seirama dengan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia melalui “Angkatan Muda Kereta Api” yang didukung oleh angkatan pejuang kemerdekaan berhasil mengambil alih kekuasaan perusahaan kereta api dari tangan  Jepang pada tanggal 28 September 1945 yang kemudian dijadikan sebagai “Hari Kereta Api”. Pengambilalihan kekuasaan secara terintegrasi dilakukan atas balai besar Kereta api yang berkedudukan di Jalan Gereja No 1 (yang kini Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1) Bandung. Dua hari setelah pengambil alihan kekuasaan tepatnya pada tanggal 30 September 1945, diselenggarakan “Musyawarah pimpinan DEKARI” Sejawa dan Sumatera. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Mr. Soewchjo Soemodilogo yang kemudian terpilih menjadi Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).
	Pada tanggal 1 Januari 1950 Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dan Staats Spoorwegen digabung menjadi satu perusahaan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA). Yang kemudian dikukuhkan dengan SK Menteri Perhubungan tenaga dan Pekerjaan Umum tanggal 6 Januari 1950. Pada tanggal 4 September 1951 dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 32312/Ment, pemerintah menetapkan Ir. Mohamad Effendi Saleh sebagai Direktur Utama Djawatan Kereta Api.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22/1963. Status Djawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) dengan Ir. R. Abu Prayitno sebagai Direktur Utama.  Kemudian HartonoWiriodinoto , SH digantikan oleh Ir. The Lian Thong, tanggal 2 Juli 1966 Ir. The Lian Thong digantikan oleh Ir. Mohammad Effendi Saleh, dan tanggal 19 Agustus 1966 Ir. Mohammad Effendi Saleh digantikan Iman Soebarkah sebagai Direktur Utama
Sejalan dengan situasi politik setelah G.30S/PKI, dimana perusahaan vital harus dikuasai oleh Pangkomkamtib, maka H. Imam Subarkah harus digantikan oleh Brigdjen Sentot Iskandardinata selaku Direksi interim dengan jabatan Direktur Utama disamping jabatan beliau sebagai Dirjen Perhubungan Darat sampai Juni 1968.  Pada Juni1968 jabatan Direktur Utama diserahkan kepad Ir. Soemarli pada tahun 1971 berdasarkan PP No. 61/1971 status perusahaan kembali mengalami perubahan dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) selanjutnya secara bertururt-turut pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dijabat oleh Ir. Pantiarso (1978-1981), Ir Soedjono Kramadribrata  (1981-1986), Ir  Soeharso (1986-1989) Ir A. Harbani (1989-1991).
	Sejalan dengan perkembangan perusahaan berdasarkan PP No. 57 tahun 1990 status perusahaan mengalami perubahan dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA). Seirama dengan perubahan status ini pada tahun 1991, jabatan Direktur Utama diserahterimakan dari Ir. A. Harbani kepada Drs. Anwar Supiardji Msc. Dan pada tahun 1995 digantikan oleh Ir. Soemino Eko Saputro melalui PP. No. 19 tahun 1998,  Perusahaan Umum Kereta Api  (Perumka) berubah status menjadi PT. Kereta Api  (Persero) sampai dengan sekarang.

4.1.1.2	Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia
	Struktur organisasi yang akan dibahas adalah struktur organisasi yang berhubungan langsung dengan pembuatan perencanaan pajak serta sub bagiannya, dan beberapa staff akuntansi yang ada di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.
	Struktur organisai yang ada di PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung terdiri dari Direktorat Keuangan, dimana Direktorat keuangan ini memiliki beberapa sub bagian. Sub-sub bagian dari Direktorat keuangan antara lain :
1. Sub Direktorat Anggaran
2.  Sub Direktorat Administrasi Keuangan
3. Sub Direktorat Sediaan
Sedangkan dibagian Akuntansi PT. Kereta Api Indonesia terdiri dari empat seksi diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Seksi Akuntansi Umum
2. Seksi Akuntansi Biaya
3. Seksi Verivikasi Kas
4. Seksi Akuntansi Pendukung

4.1.1.3	Job Description
Di bawah ini akan dijelaskan mengenai Jabatan dan fungsinya sesuai dengan jabatannya masing-masing :
Fungsi dan Tugas  Direktorat Keuangan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung  :
Direktorat keuangan mempunyai tugas pokok membina dan mengelola keuangan dan sediaan, serta menetapkan kebijakan tentang pendanaan, pendayagunaan keuangan, akuntansi dan sediaan.
Fungsi dan Tugas dari Sub-sub Bagian Direktorat Keuangan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung  :
1. Sub Direktorat Anggaran
Adalah satuan organisasi dilingkungan kantor pusat PT. Kereta Api Indonesia  Daerah Operasional II Bandung yang berada dibawah Direktorat Keuangan. Sub direktorat anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab penuh kepada Direktorat Keuangan.
2. Sub Direktorat Administrasi Keuangan
Adalah satuan organisasi dilingkungan pusat PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung yang berada dibawah Direktorat Keuangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab pada Direktorat Keuangan, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola Tata Usaha Kas Besar Kantor Pusat, melaksanakan pembayaran internal dan eksternal, mengendalikan dan mendistribusikan dana serta mendayagunkan kas perusahaan.
3. Sub Direktorat Sediaan
 Adalah satuan organisasi dilingkungan pusat PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung yang berada dibawah Direktorat Keuangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab kepada Direktorat Keuangan. Yang bertugas menyusun rencana pengadaan, evaluasi pelaksanaan pengadaan barang, melaksanakan dan mengevaluasi penyaluran pendistribusian barang serta melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis.


Fungsi dan Tugas dari Sub Bagian Akuntansi PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung  :
1. Seksi Akuntansi Umum
Mempunyai tugas pokok melaksanakan akuntansi kantor pusat, pemantauan dan pengendalian rekening tabungan pembukuan antar unit PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung secara menyeluruh, serta melaksanakan penyusunan laporan eksteren lainnya serta mengevaluasi pelaksanaan akuntansi.
2. Seksi Akuntansi Biaya
Mempunyai tugas pokok melaksanakan akuntansi biaya, penyusunan pengalokasian pendapatan dan biaya, penyusunan laporan kontribusi jaringan, serta mengevaluasi pelaksanaan akuntansi.
3. Seksi  Verivikasi Kas
Mempunyai tugas pokok melaksanakan verivikasi buku kas distasiun maupun di kantor pusat dan rekening koran pendapatan perusahaan, penyiapan laporan bulanan, pembinaan pemeriksaan kas daerah dan pemeriksaan kas stasiun, serta mengevaluasi pelaksanaan akuntansi.
4. Seksi Akuntansi Pendukung
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sistem dan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi, analisis laporan keuangan, dan penyusunan laporan manajemen, melaksanakan kewajiban perhitungan pajak, administrasi dan pelaporan perpajakan, pengurusan barang Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) serta mengevaluasi pelaksanaan akuntansi.

4.1.1.4	Aktivitas Perusahaan
Sesuai fungsi PT. Kereta Api Indonesia selaku penyelenggara angkutan perkeretaapian, maka usaha pokok yang diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia adalah menyediakan jasa angkutan penumpang dan barang
A.	Angkutan Penumpang
	Pelayanan jasa angkutan penumpang dilakukan melalui penyediaan rangkaian kereta api yang mengangkut penumpang dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya berdasarkan trayek dan waktu pemberangkatan yang telah di tentukan oleh PT. Kereta Api Indonesia, pelayanan jasa angkutan memiliki beberapa rangkaian kereta api, diantaranya :
1. Kereta Api kelas eksekutif, terdiri dari :
a. Kereta Api Argo Bromo (Gambir-Surabaya)
b. Kereta Api Sembrani (Jakarta-Surabaya)
c. Kereta Api Turangga (Bandung-Surabaya)
2. Kereta Api kelas bisnis, terdiri dari :
a. Kereta Api Parahyangan ( Jakarta-Bandung)
b. Kereta Api Mutiara Selatan (Bandung-Surabaya)
c. Kereta Api Jayabaya Utama (Jakarta-Surabaya)
3. Rangkaian kereta api kelas ekonomi, yaitu penyelenggaraan umum antara daerah yang berbeda (jarak jauh).
4. Rangkaian kereta api yang melayani angkutan penumpang lokal raya yaitu antar stasiun dalam satu daerah.
5. Rangkaian kereta api listrik yang melayani trayek khusus Jakarta – Bogor, dan Tanggerang – Bekasi.
B.	Angkutan Barang
	Penyedia jasa angkutan barang diselenggarakan dengan menyediakan rangkaian kereta api barang untuk mengangkut barang dari stasun barang ke stasiun barang tertentu. Dengan cara negoisasi maupun tanpa negosiasi
C.	Diversifikasi Kas
	PT. Kereta Api menyelenggarakan kegiatan usaha lain selain penyediaan jasa angkutan. Diversifikasi usaha yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia merupakan suatu usaha yang mendukung kegiatan-kegiatan pokok dan pemanfaatan aset PT. Kereta Api Indonesia secara optimal.
Usaha pendukung kereta api diantaranya :
1. Restoran, yang merupakan penjualan makanan dan minuman dalam rangkaian kereta api saat kereta api berjalan.
2. Tuslah, merupakan pelayanan khusus yang diberikan pada penumpang angkutan kereta api kelas eksekutif  dan bisnis.
3. Angkutan lanjutan, merupakan penyediaan angkutan jalan raya bagi pengguna jasa angkutan kereta api untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya.
4. Usaha pemanfaatan stasiun kereta api, beberapa sewa kios distasiun dan parkir kenderaan bermotor.
5. Kerjasama koperasi
6. Usaha tambahan beberapa sewa bangunan rumah dinas dan penyedia jasa teknis.
D.	Kegiatan Lain PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung  
	Kegiatan lain yang bukan merupakan laporan usaha PT. Kereta Api Indonesia selaku penyelenggara perkertaapian yaitu :
1. Mempersiapkan atau merawat prasrana pokok, seperti jalan kereta api, jembatan, terowongan, sinyal, telekomunikasi, listrik, dan perlintasan. Seluruh sarana pokok merupakan milik Pemerintah, namun pengoperasiannya di percayakan kepada PT. Kereta Api Indonesia. Dan pendanaannya dibantu oleh Pemerintah melalui pembayaran kompensasi atau Subsidi.
2. Persiapan rambu-rambu lalu lintas kereta api dan perlengkapan lain guna kepentingan keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api.
3. Menyediakan dan mempersiapkan stasiun-stasiun kereta api untuk pemberhentian kereta api.
4. Mempersiapakan sarana perkeretaapian berupa gerbong, lokomotif, dan kereta api agar dapat digunakan untuk pengangkutan secara aman dan nyaman.
5. Sarana Gerak, meliputi :
Lok listrik, lok diesel, kereta rel  listrik, kereta rel diesel, kereta penumpang, dan gerbong.
6. Prasarana, meliputi :
Instalasi telekomunikasi, instalasi listrik, instalasi air dan minyak, gedung dinas, rumah dinas, dan kelengkapan pelabuhan.
7. Fasilitas, meliputi :
Kenderaan bermotor, barang inventaris, mesin dan peralatan, dan instalasi yang bergerak.

4.1.2	Visi dan Misi PT. Kereta Api Indonesia
4.1.2.1	Visi dari PT.  Kereta  Api  Indonesia

	Visi dari PT. Kereta Api Indonesia adalah terwujudnya kereta api sebagai pilihan utama jasa transportasi dengan fokus pada keselamatan dan pelayanan.
4.1.2.2	Misi dari PT.  Kereta  Api  Indonesia
	Sedangkan Misi dari PT. Kereta Api Indonesia adalah untuk menyelenggarakan jasa transportasi sesuai keinginan stakeholder dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien.
	Perusahaan juga memiliki beberapa tujuan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diantaranya :
1.	Turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi  dan pembangunan nasional khususnya dibidang transportasi.
2.	Mendukung penyediaan barang atau jasa dibidang perkeretaapian yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dipasar domestik maupun mancanegara.
 3.	Meningkatkan kemampuan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian, serta menyelenggarakan usaha penunjang dibidang prasarana dan sarana kereta api dan kemanfaatan umum dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 


4.1.3	Pelaksanaan Perencanaan Pajak Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung
	Karena pajak dianggap sebagai beban, maka suatu badan usaha akan berusaha mengurangi jumlah beban pajak yang akan dibayar. Cara mengurangi beban pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak. Tahapan dari pembuatan pajak diantaranya :
1.	Analisis informasi yang ada 
2.	Buat suatu model atau lebih, rencana kemungkinan besarnya pajak. 
3.	Mengevaluasi kembali perencanaan pajak.
4.	Mencari kelemahan dan kemungkinan memperbaiki kembali rencana pajak
5.	Mutakhirkan rencana pajak
	Sampai sejauh ini pelaksanaan perencanaan pajak di PT. Kereta Api sudah cukup baik, penulis menyimpulkan demikian dikarenakan penulis melihat adanya kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini



	                                                               Tabel 4.1

	                                                  Pendapatan  Setelah  Pajak

	Tahun
	Pendapatan Operasional

	2002
	Rp 2.815.581.414.395

	2003
	Rp 2.969.574.229.864

	2004
	Rp 3.032.980.675.190

	2005
	Rp 3.189.227.747.221

	2006
	Rp. 3.123.869.514.949


     Sumber : PT. Kereta Api Daop II Bandung
Berdasarkan tabel  diatas,  pendapatan setelah pajak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung, mengalami fluktuasi, yakni kenaikan dan penurunan. seperti yang dijelaskan di bawah ini :
1.	Pada tahun 2002, pendapatan setelah pajak sebesar  Rp 2.815.581.414.395
2.	Pada tahun 2003, pendapatan setelah pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 2.969.574.229.864
3.	Pada tahun 2004, pendapatan setelah pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 3.032980.675.190 
4.	Pada tahun 2005, pendapatan setelah pajak kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 3.189.227.747.221
5.	Sedangkan pada tahun 2005, pendapatan setelah pajak mengalami penurunan, yakni hanya mencapai Rp. 3.123.869.514.949 

4.1.4  	Perolehan Pendapatan Operasional Perusahaan  Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung
	Perolehan pendapatan operasional yaitu pendapatan yang diperoleh PT. Kereta Api Indonesia dari penjualan tiket angkutan penumpang  (kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi) kontrak atau penjualan tiket barang (angkutan barang biasa, angkutan barang cepat, angkutan barang peti kemas), dan dari pendapatan operasional lainnya.
	                                                                    Tabel 4.2

	                                                       Pendapatan Operasional

	Tahun
	Pendapatan Operasional

	2002
	Rp. 1.987.082.378.366

	2003
	Rp. 2.189.876.571.015

	2004
	Rp. 2.262.668.871.019

	2005
	 Rp. 2.598.873.615.005

	2006
	Rp. 3.434.349.259.059


Sumber :  PT. Kereta Api Daop II Bandung
Pendapatan diperoleh dari layanan jasa yang diberikan. Layanan jasa yang diberikan oleh PT. Kereta Api Indonesia adalah layanan angkutan atau transportasi umum antar kota yang terhubung oleh jalur rel kereta api dan layanan angkutan peti kemas atau barang. Pendapatan yang diperoleh pada tahun  2002 untuk layanan transportasi penumpang adalah sebesar Rp  1.987.082.378.366,- dan untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp   2.189.876.571.015,-  Pendapatan yang diperoleh pada tahun 2004  adalah Rp 2.262.668.871.019,-  Pendapatan yang diperoleh pada tahun 2005 adalah Rp 2.598.873.615.005,-  dan Pendapatan yang diperoleh untuk tahun 2006 adalah sebesar  Rp 3.434.349.259.059.

4.1.5	Pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung





	Tabel   4.3

	    Data   Penelitian

	Tahun
	Pendapatan Operasional
	Pendapatan Setelah Pajak

	2002
	Rp. 1.987.082.378.366
	Rp 2.815.581.414.395

	2003
	Rp. 2.189.876.571.015
	Rp 2.969.574.229.864

	2004
	Rp. 2.262.668.871.019
	Rp 3.032.980.675.190

	2005
	 Rp. 2.598.873.615.005
	Rp 3.189.227.747.221

	2006
	Rp. 3.434.349.259.059
	Rp. 3.123.869.514.949


  Sumber : PT. Kereta Api Daop II Bandung

	Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan operasional dan pendapatan setelah pajak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mengalami fluktuasi dimana jika pendapatan operasional meningkat maka pendapatan stelah pajak pun turut meningkat, hal ini terlihat pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2006 pendapatan operasional meningkat, sedngkan pendapatan setelah pajak menurun. 


4.2	Pembahasan
4.2.1	Analisis  Pelaksanaan Perencanaan Pajak  Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung
Awal dari perencanaan pajak adalah dengan memperhatikan dan mempelajari perundang-undangan dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan dalam proses perencanaan pajak tersebut. Hal lain juga yang harus diperhatikan dengan baik adalah menyelenggarakan pembukuan dengan baik, dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan perpajakan. 
PT. Kereta Api dalam melporkan pajaknya menggaunakan metode accrual basic , yaitu metode pengakuan pendapatan tergantung pada kepentingan wajib pajak itu sendiri. Peraturan perpajakan hanya mengharuskan wajib pajak itu melakukan pembukuan dengan baik dan konsisten agar mudah dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
Hubungan antara perencanaan pajak dengan pendapatan operasional sangatlah erat, dimana  jika tidak dilakukan perencanaan pajak maka pendapatan operasional sangat kecil kemungkinannya untuk naik. Dengan diadakannya perencanaan pajak PT. Kereta Api Indonesia bisa menghindari pembayaran pajak yang semestinya bisa dihindari pembayarannya hal ini bisa terlihat pada tabel berikut  dimana pendapatan operasional mengalami fluktuasi.
	Tahapan dari perencanaan pajak yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung adalah sebagi berikut : :
1.	Analisis informasi yang ada 
Tahapan pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganlisis komponenen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Faktor yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah :
a. Fakta yang relevan
b. Faktor pajak 
c. Faktor non Pajak lainnya
2.	Buat suatu model atau lebih, rencana kemungkinan besarnya pajak. Ada beberapa tindakan yang diambil dalam hal ini diantaranya :
	a.   Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
	b.   Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil
	c.   Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan tidak berhasil
3.	Mengevaluasi kembali perencanaan pajak, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pajak tersebut sudah benar dan tidak ada kesalahan.
4.	Mencari kelemahan dan kemungkinan memperbaiki kembali rencana pajak
	Dalam hal ini yang dimaksud adalah, mencari apakah masih ada kelemahan  atau kesalahan dalam proses perencanaan pajak, jika masih ada maka diperbaiki kembali sehingga bias pendapatan bisa dimaksimalkan.
5.	Mutakhirkan rencana pajak
	Pendapatan merupakan aliran kemakmuran atau nilai tambah yang ditimbulkan oleh kegiatan operasi badan usaha. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan pajak dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak badan usaha. Oleh karena itu perlu diadakan pemutakhiran terhadap semua rencana pajak , karena pendapatan bisa dipengaruhi oleh beban pajak. 







	                                                               Tabel 4.4

	                                                  Pendapatan  Setelah  Pajak

	Tahun
	Pendapatan Operasional

	2002
	Rp 2.815.581.414.395

	2003
	Rp 2.969.574.229.864

	2004
	Rp 3.032.980.675.190

	2005
	Rp 3.189.227.747.221

	2006
	Rp. 3.123.869.514.949


     Sumber : PT. Kereta Api Daop II Bandung
	Dari tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan setelah pajak pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Opeasional II Bandung cenderung berfluktuasi walaupun tidak terlalu signifikan, hal ini  dapat kita lihat dimana pada tahun 2002 sampai dengan 2005 pendapatan setelah pajak pada  PT. Kereta Api Indonesia Daerah Opeasional II Bandung mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2006 pendapatan setelah pajak yang diperoleh menurun walaupun hanya sedikit, penurunan ini disebabkan volume penjualan tiket kereta api yang menurun dan faktor-faktor lainnya, untuk itu PT. Kereta Api Indonesia Daerah Opeasional II Bandung terus meningkatkan sarana dan prasarannya dan terus mengadakan promosi, guna menarik minat konsumen agar tertarik menggunakan jasa PT. Kereta Api Indonesia

4.2.2	Analisis  Perolehan Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung
	Pendapatan operasional merupakan arus masuk aktiva yang timbul dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan, dimana aktivitas-aktivitas operasional perusahaan bisa berupa penjualan dari angkutan penumpang, angkutan barang, dan pendapatan lainnya. pendapatan operasional dapat diukur dari nilai tukar  barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
	Dengan adanya perencanaan pajak, PT. Kereta Api mengharapkan adanya kenaikan terhadap pendapatan operasional PT Kereta Api Indonesia. Berikut adalah tabel pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia Daerah Opeasional II Bandung.
	                                                                     Tabel 4.5

	                                                       Pendapatan Operasional

	Tahun
	Pendapatan Operasional

	2002
	Rp. 1.987.082.378.366

	2003
	Rp. 2.189.876.571.015

	2004
	Rp. 2.262.668.871.019

	2005
	 Rp. 2.598.873.615.005

	2006
	Rp. 3.434.349.259.059


Sumber :  PT. Kereta Api Daop II Bandung
	Pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung diperoleh dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan, yang berasal dari operasional perusahaan seperti penjualan  dari angkutan penumpang, angkutan barang, diversivikasi kas, dan usaha pendukung lainnya diantaranya restoran, tuslah, angkutan lanjutan, kerjasama koperasi dan sebagainya.  
	Dalam meningkatkan pendapatan operasionalnya, PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung berusaha memaksimalkan prasrana yang telah ada, maksudnya berusaha menggunakan kembali sarana dan prasrana yang dimiliki oleh  PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung agar tidak terjadi pemborosan dalam membeli peralatan saran dan prasarana.
	Berdasrkan tabel yang ada diatas pendapatan operasional yang diperoleh PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung cenderung mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada, sehingga pemborosan dalam melakukan perbaikan maupun pembelian sarana dan prasarana dapat  dihindari.
	Dan berdasarkan tabel pendapatan opersional tersebut diatas, perusahaan cenderung mengalami kenaikan seperti terlihat pada analisis berikut ini :
1.	Pada tahun 2003, pendapatan operasional perusahaan mengalami kenaikan sebesar  Rp 202.794.192.649
2.	Pada tahun 2004, pendapatan operasional perusahaan mengalami kenaikan sebesar  Rp 72.792.300.004
3.	Pada tahun 2005, pendapatan operasional perusahaan mengalami kenaikan sebesar  Rp 336.204.743.986
4.	Sedangkan  pada tahun 2006, pendapatan operasional perusahaan mengalami kenaikan sebesar  Rp 835.475.644.054
Dikarenakan konsumen masih tertarik dengan  fasilitas-fasilitas  baru yang ditawarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan operasional perusahaan akan terus meningkat sesuai dengan harapan, selain dikarenakan penawaran fasilitas dari PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung, hal ini juga di sebabkan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung akan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.

4.2.3	Analisis  Pengaruh Pelaksanaan Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung
Data pendapatan operasional   dan pendapatan setelah pajak  yang ada di  PT. Kereta Api (Persero) Bandung tahun 2002 sampai dengan 2006 adalah sebagai berikut :

	Tabel   4.6

	    Data   Penelitian

	Tahun
	Pendapatan Operasional
	Pendapatan Setelah Pajak

	2002
	Rp. 1.987.082.378.366
	Rp 2.815.581.414.395

	2003
	Rp. 2.189.876.571.015
	Rp 2.969.574.229.864

	2004
	Rp. 2.262.668.871.019
	Rp 3.032.980.675.190

	2005
	 Rp. 2.598.873.615.005
	Rp 3.189.227.747.221

	2006
	Rp. 3.434.349.259.059
	Rp. 3.123.869.514.949


  Sumber :  PT. Kereta Api Daop II Bandung
	Berdasarkan tabel penelitian diatas,   Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan operasional dan pendapatan setelah pajak PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II bandung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mengalami fluktuasi dimana jika pendapatan operasional meningkat maka pendapatan stelah pajak pun turut meningkat, hal ini terlihat pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2006 pendapatan operasional meningkat, sedngkan pendapatan setelah pajak menurun.      
	Kenaikan dan penurunan ini berasal disebabkan oleh volume penjualan dari aktivitas aktivitas perusahaan dalam bidang penjualan dan pengoperasian sarana dan prasarana kereta api itu sendiri, dimana dari tahun ke tahun volume penjualan tiket dan perolehan dari pengoperasian sarana dan prasarana tersebut naik turun. 
Berdasarkan data diatas, maka dalam pengujian hipotesis digunakan perhitungan statistik sebagai berikut:
Tabel 4.7
Perhitungan variabel X dan Y 
	Tahun
	X
	Y
	X2
	Y2
	XY

	2002
	2,815,581,414,395
	1,987,082,378,366
	7.9275E+24
	3.9485E+24
	5.5948E+24

	2003
	2,969,574,229,864
	2,189,876,571,015
	8.81837E+24
	4.79556E+24
	6.503E+24

	2004
	3,032,980,675,190
	2,262,668,871,019
	9.19897E+24
	5.11967E+24
	6.8626E+24

	2005
	3,189,227,747,221
	2,598,873,615,005
	1.01712E+25
	6.75414E+24
	8.2884E+24

	2006
	3,123,869,514,949
	3,434,349,259,059
	9.75856E+24
	1.17948E+25
	1.0728E+25

	Jumlah
	15,131,233,581,619
	12,472,850,694,464
	4.58746E+25
	3.24126E+25
	3.7977E+25


(Sumber: Data yang diolah)

1. Analisis Regresi
Pada penelitian ini, penulis akan melakukan uji statistik analisis regresi untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional sehingga dapat ditaksir nilai dari pendapatan jika perencanaan pajak tetap dapat diketahui atau sebaliknya. Untuk penghitungan analisis tersebut diperlukan data mengenai perencanaan pajak sebagai variable X dan data mengenai pendapatan operasional sebagai variabel Y. Untuk mengetahui pengaruh variabel X dan variabel Y maka diperoleh persamaan regresi :


Dimana :
	Y
	=
	Pendapatan Operasional

	X
	=
	Perencanaan Pajak

	a
	=
	Nilai Konstan

	b
	=
	Angka arah atau koefisien regresi


Berdasarkan perhitungan tabel korelasi di atas, maka diperoleh :
∑X  = 15131233581619	∑XY  = 3.79772×1025
∑Y  = 12472850694464                        ( ∑X)² = 2.28895×1026
∑X² = 4.58746×1025                             (∑Y)² = 1.55572×1026
∑Y² = 	3.24126×1025         	                    n   = 5
Untuk mendapatkan persamaan model regresi maka dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


















     (Sumber : data yang diperoleh dari hasil penghitungan kalkulator)
		Hasil pengolahan data melalui program SPSS Versi 12 for Windows adalah sebagai berikut :
Tabel 4.8
Coefficients(a)
	Model
	 
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	 
	 
	B
	Std. Error
	Beta
	 
	 

	1
	(Constant)
	-5867438156999.460
	4905947495746.490
	 
	-1.196
	.318

	 
	Perencanaan
Pajak
	2.763
	1.620
	.702
	1.706
	.187


a  Dependent Variable: Pendapatan Operasional
b  Dependent Variable: Pendapatan Operasional
Dari perhitungan di atas, maka persamaan regresi linear dapat disusun. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :
Y = -586743815 + 2,763 X
Dari persamaan regresi diatas diketahui bahwa arah atau koefisien regresi (b) adalah sebesar 2,763 (positif). Hal ini berarti pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional searah, artinya apabila perencanaan pajak mengalami kenaikan, maka pendapatan operasional ikut mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya apabila perencanaan pajak mengalami penurunan, maka pendapatan operasional mengalami penurunan dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa, bila perencanaan pajak (perencanaan pajak  = 0), maka nilai pendapatan operasional perusahaan  akan berkurang sebesar 586743815.

2. Analisis Korelasi Rank Spearmen
Berdasarkan perhitungan tabel korelasi di atas, maka diperoleh :
∑X  = 15131233581619	∑XY  = 3.79772×1025
∑Y  = 12472850694464	               (∑X)² = 2.28895×1026
∑X² = 4.58746×1025	                           (∑Y)² = 1.55572×1026
∑Y² = 3.24126×1025         		        n   = 5
Untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara perencanaan dengan pendapatan operasional pada PT. Kereta Api Indonesia Daop II Bandung, dapat dicari dengan menggunakan pendekatan Koefisien Korelasi Rank Spearmen dengan rumus :



rxy  = 


   rxy  = 



rxy  = 



rxy  = 
(Sumber : data yang diperoleh dari hasil pengolahan kalkulator)
     
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa ternyata hubungan antara perencanaan pajak dan pendapatan operasional adalah kuat (menurut Sugiyono : interval koefisien korelasi = 0,60 - 0,799 termasuk tingkat hubungan kuat) yaitu sebesar 0,702. menunjukan bahwa hubungan antara  perencanaan pajak dan pendapatan operasional Kuat, artinya apabila  perencanaan pajak mengalami kenaikan, maka pendapatan operasional ikut mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya apabila  perencanaan pajak mengalami penurunan, maka pendapatan operasional mengalami penurunan. 

3. Perhitungan Koefisien Determinasi
Perhitungan koefisien determinasi di pakai untuk mengetahui sejauh mana perencanaan pajak  berpengaruh terhadap pendapatan operasional yaitu :
Kd = r²  X 100%

	= (0,702)² X 100%
		= 0,4928 X 100%		
                       = 49,28%
Tabel 4.9
Model Summary(b)
   
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.702(a)
	.492
	.323
	468664920263.66100


              a  Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak
              b  Dependent Variable: Pendapatan Operasional

Ini berarti bahwa  perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional selama tahun 2002 sampai dengan 2006 adalah sebesar 49,28% sedangkan sisanya sebesar 50,72% di pengaruhi oleh faktor yaitu pemasaran, pelayanan, perawatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh  perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional pada PT. Kereta Api Indonesia daerah Operasional II  Bandung termasuk dalam kategori lemah,  perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan operasional, hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t berikut ini. 


4. Uji Hipotesis
Untuk mengetahui signifikan ada atau tidaknya pengaruh  perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional, hal selanjutnya adalah mengujinya dengan analisis statistik uji t hitung. Uji hipotesis yang telah dikemukakan, dijabarkan kedalam hipotesis statistik sebagai berikut :
H0	:	ρ	=	0,	 perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan operasional.
H1	:	ρ 	0,	  perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan operasional.
 Penelitian ini penulis memilih tingkat signifikan (level of significance) adalah 5% dengan uji dua pihak. Karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel dan merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dalam penelitian.
Selanjutnya untuk menguji signifikansi nilai r maka digunakan uji t hitung dengan menggunakan rumus :

t hitung : 
Dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut :

· H0 diterima, bila t hitung < t tabel, berarti tidak ada pengaruh signifikan antara kedua variabel
· H0 ditolak, bila t hitung > t tabel , berarti ada pengaruh signifikan antara kedua variabel
Dengan menggunakan rumus di atas maka besarnya t hitung adalah sebagai berikut :

t hitung  = 

  = 

  = 

  =  

=                   

=  1,708

(Sumber : data yang diperoleh dari hasil pengolahan kalkulator)
untuk signifikansinya, maka  thitung  tersebut dibandingkan dengan ttabel. ttabel diperoleh dari :
 Tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,05 
df		= n-2, dan  t (α/2; n-2) tabel distribusi t dengan uji dua pihak .
α/2		= 0,05/2 
= 0,025
df 		= n – 2 
=  5– 2 
= 3
t (0,025: 3)	= + 3,182

Dari hasil perhitungan di atas ternyata t hitung < t tabel atau 1,708 lebih kecil dari 3,182. Berarti hipotesis Ho diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan operasional. Hal ini berarti perencanaan pajak   mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pendapatan operasional. Pengaruh  perencanaan pajak yang tidak signifikan terhadap pendapatan operasional, disebabkan oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yang menyatakan bahwa  perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional. Walaupun pada PT. Kereta Api (Persero) Bandung periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006,  perencanaan pajak berpengaruh kecil terhadap pendapatan operasional.
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Gambar 4.10
Uji Signifikasi Koefisien Korelasi Dengan Uji Dua Pihak
5. Kesimpulan
Hasil perhitungan analisis regresi, diperoleh persamaan reregresi Y = -586743815 + 2,763 X. Dari persamaan regresi diatas diketahui bahwa arah atau koefisien regresi (b) adalah sebesar 2.763 (positif). Hal ini berarti pengaruh  perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional searah, artinya apabila perencanaan pajak  mengalami kenaikan, maka pendapatan operasioanal ikut mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya apabila   perencanaan pajak mengalami penurunan, maka pendapatan operasional mengalami penurunan Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa, bila tidak ada perencanaan pajak  (perencanaan pajak = 0), maka nilai pendapatan operasional perusahaan  akan berkurang sebesar 586743815.
Sedangkan dari hasil pengujian korelasi diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan perencanaan pajak  dengan pendapatan operasional, yang dinyatakan dalam perhitungan korelasi sebesar 0,702 dimana kategori koefisien korelasi ini termasuk dalam ketegori hubungan yang kuat (menurut Sugiyono : interval koefisien korelasi = 0,60 - 0,799 termasuk tingkat hubungan kuat) dan positif. Hubungan positif menunjukan bahwa hubungan antara  perencanaan pajak dan pendapatan operasional searah, artinya  perencanaan pajak mengalami kenaikan, maka pendapatan operasional ikut mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya apabila  perencanaan pajak mengalami penurunan, maka pendapatan operasional mengalami penurunan.
Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi  perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional selama periode tahun 2002 sampai dengan 2006 adalah sebesar 49,28% sedangkan sisanya sebesar 50,72% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pemasaran, pelayanan, perawatan. 
Dalam uji hipotesis menggunakan uji t dengan nilai t hitung sebesar 1,708 dan nilai t tabel sebesar 3,182. Hal ini berarti bahwa penelitian menerima hipotesis H0 dan menolak hipotesis H1 atau dapat disimpulkan bahwa  perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya pendapatan operasional pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung. Hal ini berarti  perencanaan pajak mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pendapatan operasional. Pengaruh   perencanaan pajak yang tidak signifikan terhadap pendapatan operasional, disebabkan oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yang menyatakan bahwa  perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional. Walaupun pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006,  perencanaan pajak berpengaruh kecil terhadap pendapatan operasional.




BAB  V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan
1.	Pendapatan setelah perencanaan pajak pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung pada yahun 2002  sampai dengan 2006 cenderung mengalami perubahan, yaitu perubahan peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005 pendapatan setelah perencanaan pajak mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2006 pendapatan setelah perencanaan pajak mengalami penururnan.
2.	Seperti halnya pendapatan setelah perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan mengalami perubahan, maka secara langsung pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan juga mengalami perubahan. Sama halnya dengan pendapatan setelah perencanaan pajak  yang diperoleh selam lima tahun terakhir sangat bervariasi mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2006 pendapatan operasional selalu mengalami peningkatan karena penjualan tiket penumpang meningkat.
3.	Hasil perhitungan analisis regresi, diperoleh persamaan regresi Y= -586743815 + 2,763X. dari persamaan regresi diatas diketahui bahwa arah atau koofisien regresi (b) adalah sebesar 2.763 (positif). Dari persamaan regresi diatas diartikan bahwa, bila tidak ada pendapatan setelah perancanaan pajak (pendapatan setelah perencanaan pajak = 0), maka nilai pendapatan operasional perusahaan akan berkurang 586743815. Sedangkan  hasil perhitungan korelasi diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan pendapatan setelah perencanaan pajak dengan pendapatan operasional, yang dinyatakan dalam perhitungan korelasi sebesar 0,702 dimana kategori koofisien korelasi ini termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dan positif. Berdasarkan perhitungan koofisien determinasi pendapatan setelah perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar 49,28%  sedangkan sisanya sebesar 50,72% dipengaruhi oleh factor lain seperti pemasaran, pelayanan, dan perawatan. Dalam pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan nilai t hitung sebesar 1,708 dan nilai t  tabel sebesar 3,182. Hal ini berarti bahwa penelitian menerima hipotesis H0 dan menolak H1 atau dapat disimpulkan bahwa   perencanaan pajak tidak berpengaruh secara secara signifikan terhadap besarnya pendapatan operasional perusahaan yakni PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung. Berarti hal ini pendapatan operasional setelah perencanaan pajak hanya mempunyai pengaruh yang kecil. Pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional yang tidak signifikan tersebut disebabkan factor lain. Hasil penelitian sesuai dengan teori yang telah dikemukakan  pada bab sebelumnya, yang menyatakan bahwa perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional.

5.2	Saran
1.	Untuk terus  dapat meningkatkan pendapatan setelah perencanaan pajak, perusahaan seharusnya terus mengevaluasi kembali cara pelaksanaan perencanaan pajak, dan mengoptimalkan saran dan prasaran yang ada,  guna memberikan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yakni PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung.
2.	Dalam upaya meningkatkan pendapatan operasionalnya, PT. Kereta Api seharusnya terus meningkatkan segala fasilitasnya dan memiliki terobosan-terobosan baru untuk terus bias bersaing dengan saran angkutan lainnya, dan yang paling utama adalah mengutamakan pelayanan kepada konsumen.
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